
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

BUPATI PURBALINGGA, 
Menimbang: bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah 

yang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, maka perlu untuk menetapkan 
Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2017 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2018; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

TAHUN 2018 

TENT ANG 

NO MOR 57 TAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 
Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 
2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05); 



RKPD Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman bagi Perangkat 
Daerah dalam penyusunan: 

Pasal 2 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 

se bagai beriku t: 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 51 TAHUN 2017 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
26); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2016 Nomor12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah {Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah. 
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SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Juli 211e 

DYAH HAYUNI.NG ·PRA TIWI 

Plt. BUPATI PURBALINGGA 
WAKIL BUPATI, 

.> 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Juli 211e 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. 

Pasal II 

Pasal 3 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 diubah menjadi 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut: 

a. Perubahan Renja Perangkat Daerah; 

b. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS); 

c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP). 



I 
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SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 1'3 Juli 211~ 

Plt. BUPATI PURBALINGGA 
AKIL BUPATI, 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 
2021dan sekaligus sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RKPD Kabupaten 
Purbalingga tahun-tahun sebelumnya. Perubahan RKPD Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2018 disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran 
pembangunan dengan mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan agar lebih efektif, efisiendan optimal. Selain itu, Perubahan 
RKPD Tahun 2018 juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang 
memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran,dan prioritas pembangunan 
tahun 2018 dengan mengakomodir perubahan dan dinamika perkembangan 
isu strategis, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang 
implementasinya dilaksanakan melalui program dan kegiatan OPD Kabupaten 
Purbalingga. 

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta 
untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, maka Perubahan RKPD 
Tahun 2018 selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam 
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), 
serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
2018. Perubahan RKPD juga dijadikan dasar bagi masyarakat untuk 
mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sekaligus 
mengawasi dan memonitor pelaksanaannya. 

Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Tahun 2018 diharapkan dapat 
menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
padaTahunAnggaran 2018 sehingga dapat diwujudkan Visi Pembangunan 
Kabupaten Purbalingga. 

BAB VI 

PENUTUP 


